
 
	

 
 

	
	

 
 

WALI KOTA PALU 
PROVINSI SULAWESI TENGAH 

 
 

PERATURAN WALI KOTA PALU 

NOMOR  52  TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI   

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

WALI KOTA PALU, 
 
 
 

Menimbang :   a. bahwa penetapan tarif retribusi pengendalian menara 

telekomunikasi harus memperhatikan biaya 

penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek 

keadilan dan efektifitas kegiatan dalam rangka 

pelayanan pengawasan menara telekomunikasi;  

   
 

b. bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 telah dibatalkan oleh Mahkamah 

Konstitusi, maka Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dimana 

dalam objek retribusi pengendalian menara 

telekomunikasi yang penetapan tarif retribusinya  

didasarkan pada penjelasan Pasal 124 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009, tidak bisa lagi 

SALINAN 



 
	

 
 

dijadikan dasar pemungutan retribusi pengendalian 

menara telekomunikasi; 

 
 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 

68 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, 

peninjauan tarif retribusi diatur dengan Peraturan 

Wali Kota;   

 
 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan 

Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; 

 
 
Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3555); 

 
 

2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5048); 

 
 

3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-



 
	

 
 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
 

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota 

Palu Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 

Umum (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu 

Nomor 8); 

 
 
	

MEMUTUSKAN : 
 
 
Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG  PERUBAHAN 

TARIF RETRIBUSI  PENGENDALIAN MENARA 

TELEKOMUNIKASI. 

        
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah retribusi atas 

pelayanan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.	

2. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah 

bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas 

tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi 

dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan 



 
	

 
 

umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat 

oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, 

dimana fungsi, desain, dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana 

penunjang untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.	

3. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan 

usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, 

instansi pemerintah, atau instansi pertahanan keamanan negara.	

4. Perubahan tarif adalah peninjauan kembali tarif retribusi dengan 

memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
 

BAB II 

PERUBAHAN  TARIF 
 
 

Pasal 2  

(1) Tarif retribusi  pengendalian menara ditinjau kembali paling lama 3 

(tiga) tahun sekali.  

(2) Peninjauan tarif retribusi pengendalian menara sebagaimana dimasud 

pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga, 

perkembangan perekonomian dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 
 

BAB III 

PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI  
 
 

Bagian Kesatu 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
 
 

Pasal 3 

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan 

dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara selama 1 (satu) 

tahun. 

(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. 



 
	

 
 

(3) Indeks variabel jarak tempuh dalam kota ditetapkan sebesar 0,9 (nol 

koma sembilan). 

(4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut: 

a. menara pole dengan indeks 0,9 (nol koma sembilan); 

b. menara 3 (tiga) kaki dengan indeks 1 (satu); dan 

c. menara 4 (empat) kaki dengan indeks 1,1 (satu koma satu). 
 
 

Bagian Kedua 

Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi 
 
 

Pasal 4 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk 

menutupi sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan 

pengendalian menara. 

(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan 

pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. 

 
 

Bagian Ketiga 

Penetapan Tarif Retribusi 
 
 

Pasal 5 

(1) Retribusi pengendalian menara dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

RPMT = 
Jumlah Indeks Variabel 

Jumlah Variabel 
X Tarif Retribusi 

(2) Retribusi pengendalian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan sebagai berikut:  

 

 

a. menara monopole = 
0,9+0,9 

2 
X Rp. 3.339.000,- = Rp. 3.005.100,- 

b. menara 3 kaki = 
0,9+1,0 

2 
X Rp. 3.339.000,- = Rp. 3.172.050,- 

c. menara 4 kaki = 
0,9+1,1 

2 
X Rp. 3.339.000,- = Rp. 3.339.000,- 



 
	

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum, 

 
 
 
 
 

Trisno Yunianto D.P. 
NIP. 19740630 200212 1 006 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP  
 
 

Pasal 6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Palu. 

 
 
 

Ditetapkan di Palu 

pada tanggal  4 Desember 2017 

WALI KOTA PALU, 
 

ttd 
 

HIDAYAT 
 
 
 

Diundangkan di Palu 

pada tanggal  4 Desember 2017 

SEKRETARIS DAERAH  KOTA PALU, 
 

        ttd 
 

     A S R I 
 
 
 
BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2017 NOMOR  52 


